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\ le 1i 111 bang a.	 bahwa dalun rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah 
khususnv a peneri maan dari D~1l1a Bagi Hasil Pajak. Pajak Pcnghasi lan 
Orang Pribadi Oalam Negeri dan PaiLlh Penghasilan Pasal ~ I. perlu 
dilakukan upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak 
dimaksud: 

h.	 bahwa bc.ke.iaan dengan huruf ~l tersebut di atus. tcluh dilakul.an 
Kesepakatan Bersama Gubernur Lampung dan Direktur Jenderal Pajak 
Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang Koordinasi 
Ekstensifil.as Wajib Pajak dan lntensifikasi Pajak Penghasilan Orang 
Pribadi Oalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal ~ I di Pn>\ insi 
Larnpung: 

c.	 bahwa sehubungan .leng.m mal.-ud huruf a dan huruf h icr-ebu; di c1\LlS. 
perlu dibentuk Tim Ebten"itibsi \\ ajib Pajak dan lnten-ifikas: Pajak 
Penghasilan I )rang Pribadi Dal.im '\egeri dan Pajak Penghusilan Pasal 
~ 1 di Prov-usi l.ampung dan menetapkanny a dengan lxepurusan 
Gubernur I.ainpung: 

1.	 Undang-Und.mg Nornor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilun 
sebagaimana ielah diubah dengan Undang-Undang Nornor 36 Tahun 
~008: 

Undang-L nd.ing Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N('g3ra: 
,
-'.	 Undang-Lnd ..mg Nornor J~ Tahun ~OO-+ tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah bebcrapa kah diubah terakhir dengan 1 ndang-Undang 
Nornor 12 Tahun ~008: 

-+.	 Undang-Undang Nornor 3~ Tahun 200-+ tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemevintah Pus31 dan Pemerintahan Daerah: 

5.	 Peraturan Pernerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pernbagian Hasil 
Penerimacm i~:Ij:lk: Penghnvilan Oran« Pribadi Oalam Neceri dan Pajak 
Penghasil.in P:ls31 21 Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintal: Daerah: 

6.	 Peraturan Pemcrintah '!oml>r ~g Tahun 2()()~ tentang Pengclolaan 
Keuangar Ducrah: 

7.	 Peraturan Ducrah Prox insi L:tmpunt'- Nomor 11 Tuhun J)()/ tellTang 
Pernbcntukan Organisasi dan latakeria Di~l(1S Daerah Prov insi Lampung: 
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8,	 Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan .intara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pernerintahan Daerah Kabupaten Kota: 

9,	 Keputusan 1\ lenten Keuangan ~ omor 6!K1V1KO-1- 2n() I tentang 
Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pengha-ilan Orang 
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara 
Pernerintah Pu-at dan Pernerintah Daerah: 

10.	 Keputusan \1enteri Keuangan Nomor 5..J./KMK/O 12003 tentang 
Perubahan Lampiran 1. II. Ill. IV dan V Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor ..J...J.VK~IK VI20no tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor 
\\ ilayah Dire"torat .lenderal Paiah.. Kantor PeLi~ anan P:liak. klllt\lr 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Perueriksaan dan 
Penyidikan Pajak dan Kantor pen) uluhan Pengamatan Poteusi 
Perpajakan: 

Kesepakatan Bersama Gubernur Larnpung dan Direktur Jenderal Pajak 
Departemen Keuangan Republik Indonesia Nornor 30 Tahun 2002 dan 
Nomor Kep.-352/P.J!2002 tenrang Koordinasi Ekstensifikasi \\ ajib Pajak dan 
lntensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Jan Pajak 
Pcnghasilan pasal ~] eli Prox in-.i l.ampung. 

MEMllTUSKAl\ : 

l(EPlTTLISAN (jllBER\lIR TENT'\NG Pb\IBEN It 'K.-\'.; II!'.! 
EKSTENSIFIK,\SI DAN INTE~SIFIKASI PAJAK PEi'-.GH\SIL~i\i 

ORAI\,'(j PRIBAlll D.\L c\\! \FCwERI Dc\N P.-\lc\K PI-,\(,H,\SIL\'\I 
PASAl 21 DI PRC,,\'INSI L\\!Pl '\Ci. 

\!embentuk Tim Eksieusifikasi dan Iutensifikasi Pajak Pcnghasilan Orang 
Prihadi Dalam l\l'geri dan Paiak Penghasilan Pasal 21 dengan susunan 
personalia sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I Keputusan ini. 

rim Koordinasi El.stensirikasi dan lntensifikasi sebagairnana diruaksud pada 

Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: 

a.	 Tim Pengarah: 

1.	 merumuskun kebijakan dalam rangka Ekstensifikasi \\ ajib Pajak. dan 
Intcnsifka-i Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan 
Pajak Penghasilan Pasal :21: 

,	 mclak ul.an himbingan dan arahan pelaksanaan ckstcnsifikasi Wajih 
Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam 
Negeri dan Pajak Pcnghasilan Pasal 21: dan. 

~	 melaksana.an pengkajian atas kebijakan dalam raugka Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi Dulam ~egeri dan Pajak Pengha-.ilan Pasal 
21 di daeruh: 

h.	 lim Pelaksana: 
I.	 merurnuskan pola pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan 

intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan 
Pajak Penghasilan Pasal 21: 

')	 menginventarisasi dan menentukan lokasi pelaksauaan eksteu-ifikasi 
Wajib Pajak Pcnghasilan Orang Pribadi Oalam 1\egeri dan Pajak 
Penghasilcn Pasal 21: 

~	 rnelaks.inakan koordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi 
data: :.lng b,~rbitan dengan \\'ajib Pajak: 



-to	 menyarnpail.an data hasil ekstensifikasi \\'ajih Pajak dan intensifikasi 
Pajak Penuhasilan Orang Pribadi D3[3m Negcri dan Pajak 
Penghasilan Pasal ~ 1 ke Kantor Pelay anan Pajak Pratarua terk.ait 
sesuai dengun \\ila) ah keriany a untuk ditindaklanjuti: 

5.	 melaksanak.in rapat koordinasi dan pengkajiun atas pelaksanaan 
ekstensifika-i Wajib Pajak dan iniensifikasi Pajak Pengha-alan Orang 
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal .21 secara periodik: 

6.	 mernberi musukan kepada Tim atas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib 
Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam 
'\Jegeri dan Pajak Penghasilan Pasal .21 secara periodik: dan 

7.	 melaporkan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan iniensifikasi 
Pajak I'enuhasilan Orang Pribadi Dalam "'.;eseri Jan Pajak 
Penghasilan Pasal :21 :o-c.'cara pcriodik. 

KEllGA	 Pedornan umum pelaksanaan ekstensifikasi \\ajih Pajak dan intensifikasi 
Pajak Penghasil.in Oraru; Pribadi Dalam Ncgcri dan Pajak Peugha-ilan Pasal 
.2 J untuk tingkat kabupaten kota sebagairnana iercantum dalam i.ampiran 1 
Keputusan ini. 

KEf MPAT	 Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
!\nggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan r\nggaran (DPAI Dinas 
Pcndapatan Pro , insi Lampung. kcgiatan Optirnalisasi PRB dan PPh 
Kode Rekening 5.:2 01.01. 

KEl If\L'\	 Hal-hal) ang bclum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diutur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Lampung selaku Ketua Tim. 

Keputusan ini mulai	 bcrluk 1I '>ciak tanggal ditetapkan Lh.'n:,c:lI1 l.ctentuau 
apabila di kernudi.m hari tern) ala tcrdapat kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakan pernbctulan sebagaimana mestin', a. 

Ditetapkan eli Telukbetung 
pada tanggal ~.;. - o}- - ~&// 

(rlIBERNUR LA:VIPL'l\G 

\,;	 ~.A) 
I 

S.JACl-IROl'1bI:~ Z.P. 

[t'j~ hUlcIlL 
I. .lenten Dalarn '\Jegeri Repuhli], Indonesia di J.ikarta.
 

.2 vlenten Keuangan Repuhiik Indonesia di Jr.kara.
 
3. )ireh.tur Jenderal Anggaran Departemen Keuar.gan di Jakarta:
 
l ~epJIa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Paial, Bengkulu dan Lampung:
 
\ (epal~l Dina~ Pendapatan Prov insi Larnpung d: Telukbetung:
 
6. ,-epala Dinas Pendapatan Kabupaten KotaSe-I'rov insJ Lampung:
 
7 \.epala Biro Keuangan Serda PrO\ insi Lamnun : Ji f elukbetung:
 
8 <.epala Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Pr. \ msi l.ampung:
 
9. \la~illg-llla~illg :'dllg b~r:,allgh.lItall:
 

I O-JIlllplinan Keputusan.
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Sl!SlINAN PERSONALIA TIVI EKSTENSIFIKASI DAN I~TENSIFIKASI
 

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALA:\I NEGERI DAN PAJAK PE:\'GHASILAN
 
PASAL 21 Ol PRO\ l~SI L.\\lPl~G
 

1. Penasehat	 Gubernur Lampung. 

PcngarahPembina Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengk ulu dan I .unpung. 

.'
,

. Kdua Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. 

..L Sekretaris	 Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Dinas 
Pendapatan Provinsi Larnpung. 

-;	 \nggota 1.	 Sekret.nis Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. 

2.	 Kepai.i Bidang Dukungan Teknis dan Konsllltasi Kanwil DJP 

Bengkulu dan Lampung. 

3.	 Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi 

Lamp-mg. 

4.	 Ka-ur-bag l.'rnum Dina" Pcndapatan Prov insi I alll!1111l~. 

5.	 Ka.;i I'encrimaun Pusat I)in~l" Pendapatan Prl)\ insi I a11111 ung. 

6.	 Kasubbag Keuangan Dinas Pendapatan Prov insi Lampung. 

7.	 Kasi Data dan Potensi I'.a11\\ il DJP Bengkulu Lampung. 

8.	 Kasi Sumbangan Pihak Kctiga Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung. 
9.	 lrawan Staf Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Dinas 

Pendapatan Provinsi Lam pungo 

10. Vera Rita Diana Staf Retribusi	 dan Pcnerirnaan l.ain-l ain Dinas 

Pendapatan Prov insi Lampung. 

, fPAI 
SJACHRO£DIN Z.P. 


